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Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian bahwa sudah ada kebijakan pelarangan pakaian
impor bekas yang sudah diimplementasikan tetapi peredaran dan perdagangan pekaian impor
bekas masih didapati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud, mengungkapkan
hambatan dan dukungan, menjelaskan strategi terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan
pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden. Metode kualitatif
deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan realita menggunakan teknik wawancara, observasi,
dan dokumentasi serta triangulasi data dengan menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari
Nugroho (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan gabungan telah dilaksanakan,
evaluasi telah dilakukan menggunakan data lapangan dan laporan implementer, dan rekomendasi
diberikan sebagai wujud pengganjaran. Hambatan yang ditemukan adalah bahwa masyarakat
masih tertarik dalam memperoleh pakaian impor beka, adanya mafia yang terdiri dari aparat
penegak hukum, dan pengawasan dari external control dan implementer kebijakan yang belum
intens. Faktor pendukung adalah adanya dukungan pimpinan yang konsisten. Strategi yang ada
adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementer kebijakan yang menitikberatkan
pada grace period dan untuk melakukan approach kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan
pengawasan terintegrasi. Pengawasan dan evaluasi harus tetap dilaksanakan bersamaan dengan
memperkuat pengaruh dari pengganjaran kebijakan. Satuan tugas khusus dibutuhkan untuk
mengatasi mafia. Dibutuhkan strategi yang antisipatif dalam skema pengawasan dan pengendalian
kebijakan.

Kata kunci: Kepentingan Umum, Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan, Thrift

Abstract

This research focuses on the gap of the extant policy prohibiting imported used clothing that is also
has been implemented but the distribution and trade of imported used clothing is still found. The goal
of this research is to describe the form, reveal obstacles and support, and explain the strategy of the
policy monitor and control by the Deputy 111 Executive Office of the President. Descriptive qualitative
method through techniques of interview, observation, and documentation with data triangulation.
Theory used is Policy Control from Nugroho (2018). Combined monitoring already conducted,
evaluation based on field data and implementation reports, and there were recommendations as
reward. Obstacles found: people still interested in obtaining imported used clothing; existence of
mafia that consists of law enforcers; and monitor from external control and policy implementers is
not yet intense. Supporting factor is the consistent leadership support. The strategy is to continue to
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implement monitoring of implementers emphasizing on grace period and to approach related
institutions to conduct integrated monitoring. Maintaining the combined monitoring and multi-
perspective evaluation is recommended as well as the influence strengthening of the reward. Special
task force is needed to tackle the mafia as well as the necessity of the more anticipative strategy of
monitor and control scheme.

Keywords: Policy Monitor and Control, Public Interest, Thrift

PENDAHULUAN

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan bahwa Industri Mikro dan
Kecil (IMK) yang terlibat dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia
berjumlah lebih dari 500.000 industri, terdiri atas segmen tengah (weaving, knitting,
dyeing, printing, finishing) sebanyak 131.000 unit dan garmen 407.000 unit (Agustino,
2023). Industri TPT merupakan salah satu industri yang paling rentan dengan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena menyerap banyak tenaga kerja. Kamar Dagang Indonesia
(Kadin) mencatat bahwa pada tahun 2022, serapan tenaga kerja di sektor TPT mencapai
3,65 juta orang atau sekitar 18,79% terhadap total pekerja dalam industri manufaktur
(Andi, 2022). Masifnya pengaruh industri TPT di Indonesia, dilihat dari besarnya jumlah
serapan tenaga kerja sektor TPT, menunjukkan perekonomian Indonesia yang juga
terpengaruh dengan usaha di sektor TPT.

Dewasa ini, industri sektor TPT menghadapi persaingan dengan pakaian impor
bekas (thrift). Thrifting atau perdagangan pakaian impor bekas, yang juga marak di e-
commerce dan media sosial, mengganggu sektor industri padat karya dan berdampak
pada kurangnya pasar industri tekstil dalam negeri yang berujung pada PHK di sektor
industri TPT (Ahdiat, 2023). Koordinator Hubungan Industri, Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API), Andrew Purnama, mengatakan bahwa “Impor pakaian bekas akan
berefek ganda pada industri tekstil, apabila industry hilirnya merugi, maka hulunya akan
kehilangan daya beli”. Hal tersebut menunjukkan bahwa impor dan perdagangan pakaian
impor bekas akan mematikan industri konveksi rumahan (IMK) dan UMKM TPT. Terdapat
setidaknya 2.900 industri garmen/produk tekstil, 500.000 industri kecil menengah, 1.500
industri tekstil, 43 industri fiber, dan 254 pemintalan benang domestic (Saputra, 2022).

Barang yang bukan baru atau barang bekas menjadi salah satu jenis barang yang
dilarang untuk diimpor. Pelarangan tersebut secara normatif telah diatur dengan
kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang
Impor. Pengaturan mengenai larangan pakaian impor bekas dan barang bekas lainnya
diatur secara spesifik dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d yang berbunyi “Barang dilarang impor
berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Lebih lanjut, Lampiran IV
peraturan tersebut dicantumkan bahwa pakaian bekas dan barang bekas termasuk dalam
kategori barang yang dilarang impor dengan pos tarif HS 6309.00.00.

Volume impor pakaian bekas memiliki kecenderungan naik dari tahun 2021 ke
tahun 2022 mendekati 50 ton dengan nilai mendekati USD 500.000 (Ahdiat, 2023). Jumlah
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penindakan dari pemerintah terhadap impor pakaian bekas mengalami kenaikkan, dari
165 penindakan dengan nilai sitaan Rp.17,42 miliar di tahun 2021 menjadi 220
penindakan dengan nilai sitaan Rp.23,91 miliar di tahun 2022. Rincian penindakan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2022 menunjukkan bahwa
terdapat 220 penindakan di beberapa jalur pakaian impor bekas. Jalur-jalur tersebut
adalah melalui penumpang (89 kasus), impor umum (38 kasus), pengiriman barang/pos
(83 kasus), free trade zone (7 kasus), dan kawasan berikat (3 kasus). Lokasi yang paling
banyak diadakan penindakan terkait pakaian impor bekas terdapat di wilayah Kantor
Pelayanan Umum (KPU) Batam (Bisnis.com, 2023).

Menyikapi thrifting, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) telah melakukan beberapa
penindakan terhadap peredaran pakaian impor bekas. Salah satunya pada bulan Maret
2023, Kemendag telah melakukan pemusnahan 7000 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas
yang diimpor bernilai sekitar Rp.80 miliar yang dilakukan di Kawasan Industri Jababeka,
Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai respon dan tanggung jawab atas
maraknya perdagangan pakaian impor bekas (Indraini, 2023). Kemendag menuding
banyaknya Pelabuhan tikus yang ada di Indonesia menjadi pemicu menjamurnya
penjualan barang impor bekas namun sumber daya Kemendag terbatas untuk mengawasi
banyaknya Pelabuhan tikus di Indonesia (Rachmawati, 2023). Pakaian impor bekas
berasal dari negara lain dan masuk melalui pintu-pintu Pelabuhan tikuas dari negara
tetangga terdekat (Saputra, 2022).

Maraknya peredaran pakaian impor bekas meskipun sudah ada kebijakan yang
melarang dan sudah ada penindakan dari unsur pemerintah mengindikasikan akar
permasalahan terdapat pada pengawasan dan pengendalian kebijakan. Wakil Ketua
Komisi VI DPR RI, Aria Bima menekankan kepada pemerintah untuk memperkuat
koordinasi antar pihak dalam melaksanakan pengawasan bahkan sampai ke tingkat
daerah dan secara masif (Komisi VI DPR RI, 2023). Sudut pandang lain dari pedagang
pakaian impor bekas di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa
pemerintah harus membenahi pengawasan sebelum melakukan penertiban, pengawasan
tersebut difokuskan pada masuknya barang-barang bekas ke dalam negeri (Rachmawati,
2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud pengawasan dan

pengendalian, hambatan dan dukungan dalam pengawasan dan pengendalian, dan strategi
pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh
Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini berbeda dan belum
dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini fokus pada pengawasan dan pengendalian
kebijakan pelarangan pakaian impor yang dilakukan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas pengawasan dan
pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh dinas-dinas teknis daerah dan
kantor wilayah instansi vertikal di daerah dengan lokus yang juga berada di daerah, penelitian
ini membahas pengawasan dan pengendalian kebijakan tersebut yang dilakukan oleh
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Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia sebagai external control kebijakan
dengan lokus yang tidak dibatasi oleh satu wilayah administratif. Lebih lanjut, penelitian ini
menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018) dengan 3 (tiga) dimensi yaitu:
monitor atau pengawasan, evaluasi, dan pengganjaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penulis menggunakan metode deskriptif dalam mendeskripsikan secara sistematis dan
faktual fenomena yang diteliti agar melalui deskripsi tersebut dapat dijelaskan secara
detail dan dapat diambil kesimpulan. Metode deskriptif yang digunakan memungkinkan
penulis untuk menggunakan pendekatan induktif dengan mengambil kesimpulan secara
luas berdasarkan fakta-fakta riil di lapangan. Pendekatan induktif tersebut
memungkinkan penulis memperoleh deskripsi permasalahan dari fenomena yang diteliti.
Lebih lanjut, tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk memeriksa suatu fenomena
secara alamiah dan memungkinkan penulis sebagai instrumen kunci. Maksud dari
dipilihnya penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang
terjadi secara menyeluruh kemudian dideskripsikan dalam kata-kata. Penulis menyelidiki
dan berupaya untuk memahami secara mendalam fenomena sosial secara alami.
Penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui fenomena yang diteliti dengan
menggunakan data yang diagregasikan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yakni analisis data bersifat
induktif dan hasil kualitatif menekankan makna dan bukan generalitas (Sugiyono, 2021).
Penulis sebagai instrumen penelitian melakukan agregasi dan artikulasi data yang
didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dari sumber data. Sumber data adalah dari
kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi segala hal yang terkait dengan
pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh
Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan
snowball sampling. Penulis dalam menentukan informan sebagai wujud purposive
sampling adalah dengan mempertimbangkan posisi seseorang yang melekat dengan
tanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian
impor bekas di Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Sebagai upaya
penulis untuk mendapatkan deskripsi yang lebih komprehensif, penulis juga mengambil
sumber data dari implementer dan sumber kebijakan yaitu perwakilan dari Kementerian
Perdagangan melalui wawancara dan dokumentasi. Lebih lanjut, penulis
mempertimbangkan snowball sampling pada informan di lapangan seperti para pedagang
pakaian impor bekas dan masyarakat yang berbelanja pakaian impor bekas di sentra-
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sentra perdagangan pakaian impor bekas. Ketiga kelompok sumber data yang penulis
telah tentukan akan memberikan deskripsi yang menyeluruh terkait pengawasan dan
pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian
impor bekas yang dilakukan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018) yang menyatakan
bahwa pengendalian kebijakan memiliki tiga dimensi yakni monitor atau pengawasan,
evaluasi, dan pengganjaran. Teori tersebut membantu penulis dalam mendeskripsikan
pengawasan dan pengendalian kebijakan yang dilaksanakan Kedeputian III.

Monitor atau Pengawasan

A. On Site

Kedeputian III Kantor Staf Presiden, dalam wujud monitor atau pengawasan on site
terhadap kebijakan pelarangan pakaian impor bekas, telah melaksanakan audiensi
bersama Himpunan Pedagang Pakaian Impor Bekas Indonesia (HP2I2) pada bulan Juli
2023 berlokasi di lantai 5 Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 1. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan dan surat
pengaduan dari HP212 kepada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

sE -.IAY - Y
DEPUTI In anMATsvlerrTmAsN.g =
SENEN

iassiis §

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

Gambar 1
Lokasi Audiensi Kedeputian II1 KSP bersama HP212
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Audiensi tersebut dihadiri oleh Bapak Ishak Effendy sebagai Ketua Umum
Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia (HP2I2) yang dalam kesempatan itu
menyuarakan beberapa pandangan antara lain: (1) Stakeholder terkait dipertemukan
dalam satu forum; (2) Mempertanyakan dasar kajian Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor,
mengenai apakah sudah dilakukan survei di pasar-pasar yang memperdagangkan pakaian
impor bekas; (3) Kementerian Perdagangan telah diundang untuk berdialog tetapi tidak
kunjung hadir; (4) Kementerian Perdagangan seharusnya melaksanakan sosialisasi
terlebih dahulu sebelum diimplementasikan; (5) Terdapat jutaan pedagang UMKM yang
berafiliasi dengan bisnis thrifiting dan menjadi bagian dari HP212; (6) Mengeluhkan saat
Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM serta Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan datang ke Pasar Senen pada bulan Maret 2023 untuk
merazia dan menyita barang dagangan tanpa ada dialog terlebih dahulu; dan, (7)
Menyatakan keterbukaan jika barang dagangan thrifting dialihkan ke industri garmen dan
tekstil lokal. Lebih lanjut, beliau juga menyarankan agar industri garmen Indonesia harus
dibenahi baik dari segi energi, produksi, dan etos kerja dan kuota impor produk pakaian
dari Tiongkok dikurangi.

Dialog yang terjadi dalam audiensi Kedeputian Il dan HP212 membahas usul solusi.
HP2I2 menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan bahwa usaha dagang pakaian impor
bekas sudah lama dijalani (sudah mencapai generasi ketiga di Indonesia) yang membuat
para pedagang merasa terikat secara emosional dan historikal. Apabila secara tiba-tiba
dilarang, akan berpotensi munculnya aksi kirminalitas. Usulan solusi dari HP212 yakni: (1)
Peralihan barang dagangan harus dilaksanakan secara gradual sehingga para pedagang
dapat secara bertahap mengganti barang dagangan dari pakaian impor bekas ke produk
garmen dan tekstil dalam negeri: (2) Jangan terbitkan peraturan presiden yang secara
eksplisit melarang pakaian impor bekas karena akan membuat para pedagang merasa
terdesak dan terpukul karena para pedagang merasa bahwa Presiden adalah tempat
mengadu bagi para pedagang; (3) Berikan kuota pakaian impor bekas sehingga pakaian
impor bekas tidak sepenuhnya hilang melainkan lebih sedikit daripada produk garmen
dan tekstil dalam negeri; dan (4) Pedagang pakaian impor bekas siap bayar pajak apabila
pakaian impor bekas diberikan kuota dalam perdagangan dalam negeri. Selain itu, dalam
kesempatan yang sama, para pedagang HP212 menyatakan bahwa terdapat mafia dalam
penyelundupan pakaian impor bekas sehingga para pedagang harus membayar untuk
mendapatkan barang dagangan. Mafia tersebut terdiri dari Aparat Penegak Hukum dan
apabila para pedagang tidak membayar, maka akan ditangkap tanpa surat penangkapan
dan barang impor berupa pakaian impor bekas akan disita.
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Deputi Il Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Ir. Edy Priyono, M.E,,
setelah mendengar sudut pandang dari HP212 dalam audiensi dengan HP212 mengatakan
akan menindaklanjuti dialog yang telah dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi
dengan kementerian terkait. Bapak Deputi menegaskan bahwa pemerintah tegas
melarang pakaian impor bekas dan kebijakan tersebut secara normatif sudah tertulis
dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang
Dilarang Impor.

B. On Desk

Kedeputian III dalam wujud monitoring atau pengawasn secara on desk, telah
melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan pihak dari
Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengawasi implementasi kebijakan pelarangan
pakaian impor bekas melalui laporan-laporan perkembangan implementasi kebijakan
tersebut. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di bulan Juli 2023, sesaat setelah
audiensi bersama HP2I2 dilaksanakan di Pasar Senen Blok III Jakarta Pusat. Rapat
koordinasi dilaksanakan secara online dari kantor masing-masing menggunakan aplikasi
zoom meet. Peserta rapat adalah Deputi Il Kepala Staf Kepresidenan, jajaran Tenaga Ahli
Kedeputian III KSP RI, perwakilan Kementerian Perdagangan, dan perwakilan
Kementerian Koperasi dan UKM. Agenda rapat adalah untuk membahas apa yang telah
dilakukan oleh kementerian teknis, identifikasi masalah, dan perumusan solusi sebagai
pemecahan masalah (debottlenecking). Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kedeputian
[II mengungkap penyebab thrifting yang diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan.
Penyebabnya adalah masih adanya demand untuk pakaian impor bekas, kualitas kain,
model yang variatif dari Korea yang dianggap kekinian, harga terjangkau, lebih efisien
karena lebih murah daripada di Indonesia.

Evaluasi

Kedeputian III bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden tidak melaksanakan
evaluasi secara historikal maupun best practices. Evaluasi yang dilaksanakan hanyalah
melalui komparasi antara implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Perdagangan dan tujuan kebijakan. Data yang digunakan untuk evaluasi komparatif
dengan tujuan kebijakan adalah melalui hasil pengawasan on site dengan melaksanakan
audiensi dan pengamatan langsung di Blok III Pasar Senen Jakarta dan melalui hasil
pengawasan on desk dengan melaksanakan rapat koordinasi engan Kementerian
Perdagangan yang menyertakan Kementerian Koperasi dan UKM. Hasil dari evaluasi
tersebut adalah dengan memberikan beberapa rekomendasi yang menjadi tindak lanjut.
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Tindakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terkait
implementasi kebijakan pelarangan pakaian impor bekas ini adalah dengan melaksanakan
razia, penyitaan, dan pemusnahan masal barang- barang dagang yang merupakan pakaian
impor bekas di pusat-pusat perbelanjaan masyarakat seperti di Pasar Senen Blok III
Jakarta Pusat pada bulan Maret 2023 dan pemusnahan barang dagangan di salah satu
gudang di Bekasi di bulan yang sama. Selain tindakan represif, Kementerian Perdagangan
berupaya untuk membantu pedagang pakaian impor bekas Indonesia dengan prinsip
membina dan bukan membinasakan. Kementerian Perdagangan, sejalan dengan prinsip
tersebut, telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memfasilitasi
pedagang pakaian impor untuk substitusi barang dagangan dari pakaian impor bekas
menjadi produk UMKM TPT dalam negeri. Kementerian Koperasi dan UKM, dalam Rapat
Koordinasi bulan Juli 2023, mengatakan bahwa pihaknya telah membuka hotline bagi para
pedagang melalui situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM agar para pedagang
tersebut dapat dilayani dan difasilitasi untuk dihubungkan dengan produsen pakaian
yaitu UMKM TPT dalam negeri.

Berdasarkan laporan implementasi kebijakan yang telah disampaikan oleh
Kementerian Perdagangan, dalam Rapat Koordinasi bulan Juli 2024, sehubungan dengan
kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang
Ekspor, Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden membandingkan
antara pernyataan Kementerian Perdagangan dan informasi yang dihimpun dari data
lapangan yang didapatkan dari audiensi HP212. Kedeputian III melalui Deputi, Dr. Ir. Edy
Priyono, M.E., menyampaikan bahwa ada 2 (dua) rekomendasi direktif dan rencana tindak
lanjut sebagai hasil dari evaluasi komparatif antara kondisi eksisting implementasi
kebijakan dan tujuan dari kebijakan pelarangan pakaian impor bekas. Rekomendasi
tersebut adalah: (1) Untuk Kementerian Perdagangan, harus berkoordinasi dengan
kementerian dan lembaga terkait untuk menegakkan hukum saat terjadi pelanggaran dan
agar melakukan pengawasan grace period agar para pedagang tidak melakukan restock;
(2) Untuk Kementerian Koperasi dan UKM, agar terus dilaksanakan pemutakhiran data
melalui hotline aduan di situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM dan agar
melaksanakan pengawasan teknis terhadap proses substitusi barang dagangan para
pedagang pakaian impor bekas ke produk tekstil UMKM dalam negeri.

Selain rekomendasi direktif kepada kementerian teknis, Kedeputian III juga
memberikan rekomendasi tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut adalah: (1) Kedeputian III
bersama Kemendag dan Kemenkop UKM akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di negara importir pakaian bekas seperti Jepang dan Korea
Selatan untuk mencari dan menegaskan importir pakaian impor bekas bahwa terdapat
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pelarangan barang dagang tersebut di Indonesia; (2) Melaksanakan rapat koordinasi
lanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait masuknya pakaian impor bekas dari
Pelabuhan-pelabuhan tikus sebagai gerbang masuk pakaian impor bekas; dan, (3)
Meninjau kebijakan pelarangan secara komprehensif dengan berorientasi pada arahan
Presiden yang tetap melarang pakaian impor bekas.

Pengganjaran

Pengganjaran kebijakan yang dilaksanakan oleh Kedeputian III Bidang
Perekonomian Kantor Staf Presiden adalah berupa pengganjaran manajerial dan bukan
politikal. Pengganjaran yang diberikan adalah dengan memberikan beberapa
rekomendasi baik direktif kepada kementerian teknis maupun beberapa rekomendasi
sebagai wujud tindak lanjut dari Kedeputian III itu sendiri. Wujud pengganjaran tersebut
berlandaskan dengan arahan Presiden yang secara tegas melarang perdagangan pakaian
impor bekas.

Terminologi dari pengganjaran yang dilaksanakan oleh Kedeputian III adalah
“debottlenecking”. Istilah tersebut merujuk pada tindakan Kedeputian III dalam
mengagregasi data baik dari lapangan yang merupakan data primer dari beneficiaries (on
site) maupun dari implementer kebijakan yang merupakan data sekunder dari
benificiaries (on desk), analisis data yang sudah diagregasi menjadi sebuah informasi, dan
melaksanakan evaluasi berdasarkan informasi yang telah dianalisis, serta memberikan
solusi berwujud tindak lanjut dalam rekomendasi- rekomendasi. Ganjaran yang diberikan
tersebut secara garis besar adalah memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah,
yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kedutaan
Besar Republik Indonesia di Korea melalui Atase Perdagangan, dalam monitoring
importasi pakaian impor bekas dan fasilitasi substitusi barang dagangan sehingga
kebijakan pelarangan pakaian impor bekas tetap diimplementasikan.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian kebijakan
pelarangan pakaian impor bekas dalam melindungi kepentingan umum oleh Kedeputian
[II KSP RI, secara teoretis, telah dilakukan karena ketiga dimensi pengendalian kebijakan:
monitor atau pengawasan, evaluasi, dan pengganjaran, sudah dilakukan dan memiliki
wujud konkrit. Meskipun begitu, terungkap beberapa faktor penghambat yakni euforia
masyarakat yang masih tinggi dalam membeli pakaian impor bekas, pernyataan para
pedagang yang mengungkap adanya mafia yang terdiri dari unsur APH, dan intensitas
pengawasan lapangan yang belum intens dari pemerintah. Adapun faktor pendukung
pengawasan dan pengendalian kebijakan adalah dengan ketegasan dan konsistensi
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pimpinan, yang dalam hal ini Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan Republik
Indonesia untuk tetap melarang perdagangan pakaian impor bekas. Strategi dalam
pengawasan dan pengendalian kebijakan adalah dengan melakukan monitor atau
pengawasan terhadap grace period agar pedagang menghabiskan stok barang dagangan
pakaian impor bekas dan melakukan approach kepada berbagai pihak untuk mewujudkan
pengawasan dan pengendalian kebijakan yang terkoordinasi dengan baik.

Guna mewujudkan pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian
impor bekas yang lebih baik, disarankan agar Kedeputian III mempertahankan
pengawasan on site dan on desk, evaluasi multi-perspektif dari lapangan dan laporan
implementer kebijakan, dan perlu pengganjaran kebijakan yang lebih mengikat dan sanksi
yang jelas jika suatu target tidak tercapai. Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan RI dapat
membentuk gugus tugas lintas kementerian sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden untuk mendalami terkait mafia dalam
perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia. Terkait strategi pengawasan dan
pengendalian, diperlukan skema pengawasan dan pengendalian terintegrasi antar pihak
terkait baik on site dan on desk terlebih khusus pada pengawasan grace period pedagang
untuk menghabiskan stok pakaian impor bekas dan substitusi ke produk tekstil dan
garmen lokal.
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